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. GUBERNUR GORONTALO

PERATURANDAERAHPROVINSl GORONTALO

NOMOR ',TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH PROVINSIGORON'T"ALO

TAHUN ANGGARAN2012

DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ay~t (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral),

Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) disertal penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (OPRO) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2012 telah dllakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Menteri. Dalam Negerl Republlk Indonesia Nomor 903 - 1049 Tahun

2010 serta disesualkan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provlnsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan llndak Pidana Korupsi (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komlsi Pemberantasan llndak. .

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13~

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); , VjU



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemqaran

Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355):

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelofaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 2STahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat cian Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilim Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun. 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nor:nor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028):

13. Peraturan Pemerintah Nomor' 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimp/nan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nega~



Republik Indonesia Nomor 4416), sebagalmana teJah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemer1ntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemer1ntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah.(Lembaran

Negara Republik Indonesia Nemor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara

Republik IOdonesia Nemor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4502);

15. Peraturan Pemerlntah Nemor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun ~005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinj~man Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemer1ntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Repub/lk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Repub/lk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 165, Tambahal} Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemer1ntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerlntah, Laporan Keterangan Pertanggung

jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakllan Rakyat Daeran.dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nega~

Republik Indonesia Nomor 4693);



Menetapkan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerlntah, Pemerlntahan Daerah Provlnsl dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor

. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara PelaksanaanTugas

dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah ProvInsi (Lembaran Negara Republlk Indonesia tahun 2010 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5107);
26. Peraturan Preslden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsl Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO

dan

GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN2012

Pasall

Anggaran Penda'patandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 913.401.827.019,20
2. Belanja Daerah ' Ro. 938.401.827.019.20

Surplus/(Oeflsit) Rp. (25.000.000.000,00)
3. PembiayaanDaerah :

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.

Pemblayaan Netto Rp.
Stsa Leblh PemblayaanAnggaran

Tahun Berkenaan : Rp.

60.000.000.000,00

35.000.000.000,00
25.000.000.000.00

0,00

, ,

-- Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdir! dar!

a. PendapatanAsII Daerah sejumlah Rp. 161.639.396.184,20~



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.012.733.985,00

100.000.000,00

630.131.540.835,00

121.630.890.000,00

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

b. Dana perimbangan sejumlah

c. Lain - lain "pendapatan daerah yang

sah"sejurhlah Rp. 121.630.890.000,00

(2) Pendapatan AsH Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jeni~ pendapatan: .

a. Pajak Daerah sejumlah

b. Retribusl Daerah sejumlah

c. Hasil PengeloJaankekayaar1Daerah

yang dipisahkan sejumlah

d. lain-lain pendapatan asIi daerah

yang sah sejumlah Rp. 11.526..662.199,20

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Danabagi hasil sejumlah Rp. 23.983.008.835,00

b. Dana Alokasl Umum sejumlah Rp. 582.140.302.000,00

c. Dana alokasl Khusus sejumlah Rp. 24.008.230.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenls pendapatan :

a. Hibah sejumlah

b. Dana darurat sejumlah

c. Dana Bagl Hasil Pajak sejumlah

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Provinsl atau dar!

pemerintilh daerah lalnnya sejumlah

0,00

238.269.991.136,40

4.500.000.000,00

143.330.890.000,00

5.600.qtlO.000,00

54.676,.214.070,00

15.210.000.000,00

5.000.000.000,0~

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Pasa/3

(1) Belanja Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasall terdiri dari :

a. Belanja lidak Langsung sejumlahRp. 466.587.095.206,40

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 471.814.731.812,80

(2) Belanja lidak Langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dar! jenis belanja :

a. Belanja pegawal sejumlah

b. Belanja bunga sejumlah

c. Belanja subsidl sejumlah

d. Belanja hibah sejumlah

e." Belanja bantuan soslal sejumlah

f. Belanja bagl hasHsejumlah

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah

h. Belanja tidak terduga sejumlah



36.290.326.512,00 .

288.109.219.<m,80

147.415.186.259,00

Rp.
Rp.

Rp.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl jenis
belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

b. Belanja barang dan jasa sejumla~

c. BelalJjamodal sejumlah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000.000,00

25.000.000.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Anggaran sebelumnya (SlLPA)

Rp. 35.000.000.000,00

Rp. 0,00

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 25.000.000.000,00

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pasal4

(1) PemblayaanDaerahsebagalmanadlmaksud dalam Pasal1 terdlri dari

a. Penerimaansejumlah Rp. 60.000.000.000,00

b. Pengeluaransejumlah Rp. 35.000.000.000,00

(2) penerlmaan sebagalmana dfmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun

sejumlah

b. Pencairandana cadangansejumlah

c. Hasil penjualan kekayaan Daerahyang
dipisahkan sejumlah

d.. Penerimaanpinjaman daerah sejumlah

e. Penerimaankemball pemberian

Plnjaman sejumlah

f. Penerimaanpiutang daerah sejumlah
g. Penerimaankembali investasl jangka

pendek berupa deposito

(3) Pengeluaran sebagalmana dimaksud pada
pembiayaan :

a. Pembentukandana cadangansejumlah

b. Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah
Daerah

c. Pembayaranpokok utang sejumlah

d. Pemberianpinjaman daerah sejumlah

e. Investasi jangka pendek
berupa deposito sejumlah

Pasal5

Uraian leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah Inl, terdlri dari :

a. Lamplran I : R1ngkasanAnggarail Pendapatandan Belanja Daerah;

b. Lampiran n : R1ngkasan Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

Urusan Peinerlntahan Daerah dan Organisasl; ~



;,

c. Lampiran III : Rindan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerlntahan, Daerah, Organlsasl Pendapatan, Belanja dan

pemblayaanj

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Org,anisasi,Program dan Kegiatanj

e. Lampiran V : Rekapitulasl Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsl dalam kerangka pengelolaan

keuangan negaraj ,

f. Lampiran VI : Dattar jumlah pegawai per golongan dan per jabatanj

g. Lampiran vn : Dattar Plutang Daerahj

h. Lampiran VIII : Dattar Penyertaan Modal (Investasi) Daerahj

i. Lamplran IX : Dattar Perklraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Perklraan Penambahan dan Pengurangan AsetTetap Daerahj

k. Lampiran XI : Dattar Keglatan-keglatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesalkan dan dlanggarkan kemball dalam tahun anggaran inij

I. Lampiran XII : Daftar cadangan Daerahj

m. Lampiran XIII : Dattar Pinjaman Daerah dan Obligasl Daerah.

Pasal6
(1) Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh

setelah peraturan daerah inl ditetapkan, pemerlntah daerah dapat menggunakan dana

tersebut dengan terleblh dahulu memberltahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo
dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012,
(2) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah

pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran meleblhl pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,

yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provlnsl Gorontalo Tahun Anggaran 2012,

(3) Keadaan tertentu yang mendesak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) yaltu suatu
keadaan atau kejadi~n yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan

pelayanan pemerlntahan dan/atau terganggunya aktifitas masyarakat, berupa;
a', bencana alam;

b. kerusuhan:
c. gangguankeamanan;danJatau
d. gangguanlainnyayang berdampakluasdi masyarakat.

Pasal 7
f

"
Gubemur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran PendaJSatandan Belanja

Daerah sebagal landasan operaslonal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. ~



Pasaf 8

Peraturan Daerah inl mula! berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Deerah Ini

dengan penemp'atannya dalam Lembaran Daerah ~rovinsi Gorontalo. .

Ditetapkan di Gorontalo

, pada tanggal 3' Desember 2011

Dlundangkan di Gorontalo

pada tanggal J' Desember 2011

PIt. SEKRETARISDAERAH PROVINSI GORONTALO,

Drs. H. ARFAN ARSYAD, M. pd
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19571104 198403 1 OO~

LEMBARANDAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2011 NOMOR "
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